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WALI KOTA BINJAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI 
NOMOR 188.45-23/K/TAHUN 2022 

     
TENTANG 

 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH 
 DAN WAKIL KEPALA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

WALI KOTA BINJAI, 
   

Menimbang :  a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan 
Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk 
pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang 

dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan 
sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus 

lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; 

b. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah besarnya biaya penunjang 
operasional Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah 

ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang.......  
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai 

(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22); 
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40); 

15. Peraturan  Wali Kota  Binjai  Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 

Nomor 63); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG 

OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

KESATU....... 
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KESATU : Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan 

klasifikasi Pendapatan Asli Daerah; 

KEDUA : Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 
sebesar Rp.236.967.852.938,00 (dua ratus tiga puluh enam 

milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima 
puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); 

KETIGA : Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 
Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling 

rendah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 
tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen); 

KEEMPAT :  Berdasarkan besaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA dan klasifikasi Pendapatan Asli 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka 

besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 adalah             
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota 
ini; 

KELIMA :  Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Tahun Anggaran 2022, terhitung mulai Januari 2022; 

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali 

Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022; 

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 
 

 
Ditetapkan di Binjai 
pada tanggal 7 Januari 2022          

       
            WALI KOTA BINJAI, 
  

 
                                                                                   ttd 

 
 

                   AMIR HAMZAH 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI 

NOMOR 188.45-23/K/TAHUN 2022         
TENTANG  
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  KEPALA 

DAERAH  DAN  WAKIL   KEPALA   DAERAH      
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
 

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
 
 

N0 JABATAN BIAYA PENUNJANG 
OPERASIONAL 

PERSENTASE 
(%) 

JUMLAH 

1. 
 

2. 

WALI KOTA 
 

WAKIL WALI KOTA 

Rp. 600.000.000,00 
 

Rp. 600.000.000,00 

70 % 
 

30 % 

Rp.420.000.000,00 
 

Rp.180.000.000,00 

 
 

 
 
       

                  WALI KOTA BINJAI, 
  

 
                                                                                        ttd 
 

 
                        AMIR HAMZAH 


